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The study aims to explain the basic concept of LJKK, its differences from
conventional financial institutions, its operational systems, and the legal
framework governing its activities. The research method uses a descriptive
approach through literature review enriched by field observations and
interviews with PNM. The results indicate that PNM plays a strategic role in
empowering micro-enterprises, particularly underprivileged women, through
collateral-free financing, group mechanisms, and business mentoring. PNM's
operations are also supported by digital risk assessment (CCM) technology and
intensive post-disbursement field supervision. The legal analysis reveals several
regulatory gaps, particularly regarding the legality of joint liability
mechanisms, algorithmic accountability, and consumer protection for
vulnerable groups. Overall, the empirical findings on PNM demonstrate how
LJKK functions not only as a financing institution but also as a development
instrument capable of reaching sectors not served by conventional financial
institutions.
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Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan konsep dasar LJKK, perbedaannya
dengan lembaga keuangan konvensional, sistem operasionalnya, serta kerangka
hukum yang mengatur aktivitasnya. Metode penelitian menggunakan
pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan yang diperkaya dengan
observasi lapangan dan wawancara dengan PNM. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa PNM memiliki peran strategis dalam pemberdayaan
usaha mikro, khususnya perempuan prasejahtera melalui pembiayaan tanpa
agunan, mekanisme kelompok, dan pendampingan usaha. Operasional PNM
juga didukung teknologi penilaian risiko digital (CCM) serta pengawasan
lapangan intensif pasca pencairan. Analisis hukum mengungkap sejumlah
kekosongan regulatif, terutama terkait legalitas mekanisme tanggung renteng,
akuntabilitas algoritma, dan perlindungan konsumen bagi kelompok rentan.
Secara keseluruhan, temuan empiris tentang PNM memperlihatkan bagaimana
LJKK berfungsi tidak hanya sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai
instrumen pembangunan yang mampu menjangkau sektor yang tidak dilayani
lembaga keuangan konvensional.
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1. PENDAHULUAN

Lembaga jasa keuangan memiliki peran penting dalam mendukung sistem perekonomian nasional,
terutama dalam menyediakan layanan keuangan yang menunjang kegiatan pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi. Di luar lembaga perbankan, terdapat lembaga jasa keuangan khusus yang
dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat strategis dan tidak dijalankan oleh
lembaga keuangan umum. Lembaga-lembaga ini berfokus pada sektor-sektor tertentu seperti pembiayaan
ekspor, perumahan, infrastruktur, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Keberadaan lembaga jasa keuangan khusus di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan yang
memastikan lembaga-lembaga tersebut dapat beroperasi secara profesional, transparan, dan akuntabel
dalam mendukung kebijakan ekonomi nasional (OJK, 2023).

Beberapa lembaga jasa keuangan khusus yang beroperasi di Indonesia antara lain Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Permodalan Nasional
Madani (PNM), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
(BP Tapera). Masing-masing lembaga memiliki fungsi dan sistem operasional yang berbeda, namun saling
melengkapi dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional. Misalnya, LPEI berperan dalam
mendorong ekspor nasional, SMF dan BP Tapera fokus pada pembiayaan perumahan rakyat, sedangkan
PNM dan SMI mendukung sektor UMKM serta infrastruktur nasional. Dengan sistem pengawasan
berbasis risiko yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga-lembaga ini diharapkan
mampu menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan efisiensi pembiayaan, serta mendukung pemerataan
ekonomi (BL, 2021).

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana konsep dan
sistem operasional lembaga jasa keuangan khusus di Indonesia dijalankan, kedua, apa saja landasan
hukum yang menjadi dasar berdirinya lembaga-lembaga tersebut, ketiga, bagaimana bentuk dan peran
dari masing-masing lembaga seperti LPEI, SMF, PNM, SMI, dan BP Tapera dalam mendukung
pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, pembahasan ini juga menyoroti sejauh mana lembaga-
lembaga tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan
akses pembiayaan bagi masyarakat luas terutama PNM.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu menjadi dasar penting dalam memperkuat landasan teoritis dan konseptual
penelitian ini. Berbagai studi telah dilakukan untuk memahami peran, sistem operasional, serta kontribusi
lembaga jasa keuangan khusus terhadap stabilitas ekonomi nasional. Beberapa di antaranya dapat
dijadikan rujukan utama dalam pembahasan ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Setiawan (2020) dalam jurnal “Peran Lembaga
Keuangan Non-Bank dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Nasional” menjelaskan bahwa lembaga
keuangan non-bank, termasuk lembaga keuangan khusus, berperan strategis dalam menyediakan sumber
pembiayaan alternatif di luar sektor perbankan. Penelitian ini menyoroti bahwa lembaga seperti LPEI, PT
SMI, dan PNM menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga keseimbangan sektor keuangan
dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa
keberadaan lembaga jasa keuangan khusus merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem
keuangan yang inklusif dan stabil secara makro ekonomi Setiawan dan Arifin, 2020).

Kedua, Hidayat (2021) dalam artikelnya berjudul “Efektivitas Lembaga Keuangan Khusus dalam
Pembiayaan Sektor Strategis Nasional” meneliti bagaimana lembaga seperti PT Sarana Multigriya
Finansial (SMF) dan BP Tapera mampu mendorong sektor perumahan melalui pembiayaan sekunder yang
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berkelanjutan. Hidayat menemukan bahwa sistem operasional lembaga keuangan khusus memiliki
karakteristik berbeda dari lembaga perbankan karena berorientasi pada mandat pembangunan, bukan
semata-mata profit. la juga menekankan pentingnya pengawasan berbasis risiko dan penerapan tata kelola
yang baik (good corporate governance) agar lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya secara optimal
dan akuntabel di bawah regulasi OJK (Hidayat, 2021).

Ketiga, Rahmawati dan Nugraha (2022) dalam penelitian berjudul “Peran PT Permodalan Nasional
Madani (PNM) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia” menjelaskan bahwa PNM
sebagai salah satu lembaga jasa keuangan khusus berperan signifikan dalam memperkuat ekonomi
kerakyatan melalui program pembiayaan berbasis komunitas seperti Mekaar. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa keberadaan PNM membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan
memperluas akses modal bagi pelaku usaha mikro yang tidak terlayani oleh bank. Penelitian ini
menegaskan pentingnya lembaga keuangan khusus sebagai penggerak ekonomi inklusif yang berdampak
langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Nugraha dan Rahmawati, 2022).

Dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga jasa keuangan khusus memiliki
posisi strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional dan memperkuat stabilitas sistem
keuangan. Namun, penelitian-penelitian terdahulu belum sepenuhnya membahas aspek sistem
operasional, landasan hukum, serta integrasi antar-lembaga keuangan khusus secara komprehensif. Oleh
karena itu, penelitian ini hadir untuk merangkum dan mengembangkan pemahaman yang lebih
menyeluruh mengenai konsep, sistem operasional, dan peranan lembaga jasa keuangan khusus dalam
sistem keuangan Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif empiris. Sedangkan pendekatan hukum
yang digunakan dalam menganalisis isu penelitian adalah menggunakan pendekatan observasi lapangan
dan studi pustaka (Library Research) yaitu dengan mengambil data penelitian dari sumber buku, observasi
lapangan, artikel jurnal serta peraturan perundang-undangan untuk menganalisis terkait isu lembaga
keuangan khusus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang diperoleh akan
menghasilkan data yang preskriptif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan memberikan
solusi hukum atas permasalahan tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil
4.1.1. Definisi Lembaga Jasa Keuangan Khusus

Lembaga jasa keuangan khusus merupakan entitas keuangan yang dibentuk untuk menjalankan
fungsi tertentu di luar kegiatan perbankan umum. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, lembaga jasa
keuangan khusus adalah lembaga keuangan non-bank yang memiliki mandat khusus dari pemerintah
dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional, serta menyediakan layanan keuangan yang
tidak diselenggarakan oleh lembaga keuangan pada umumnya. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai
instrumen kebijakan publik yang bertujuan memperkuat sektor-sektor strategis seperti ekspor,
infrastruktur, perumahan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, keberadaan
lembaga jasa keuangan khusus diharapkan dapat menjembatani kesenjangan pembiayaan (financing gap)
yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan Konvensional (OJK, 2023).
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Lembaga jasa keuangan khusus merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola
sumber pembiayaan alternatif bagi proyek-proyek pembangunan yang membutuhkan dukungan jangka
panjang. Pemerintah membentuk lembaga-lembaga tersebut karena sektor perbankan sering kali memiliki
keterbatasan dalam menyalurkan pembiayaan berskala besar dan berjangka panjang, khususnya pada
proyek-proyek yang berisiko tinggi seperti pembangunan infrastruktur dan pembiayaan UMKM.
Pandangan ini sejalan dengan pendapat Sukirno, yang menyatakan bahwa lembaga keuangan khusus
hadir sebagai solusi atas keterbatasan sistem keuangan komersial dalam menjangkau sektor produktif
yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional (Sukirno, 2019).

Dari perspektif operasional, lembaga jasa keuangan khusus memiliki karakteristik yang berbeda dari
lembaga keuangan pada umumnya. Mereka berorientasi pada pencapaian mandat pembangunan, bukan
semata-mata keuntungan finansial. Menurut Arifin, lembaga seperti LPEI dan PT SMI berperan sebagai
special mission vehicle (SMV) yang menjalankan misi pembangunan nasional melalui mekanisme
pembiayaan yang terarah dan berkelanjutan. Sistem tata kelola lembaga jasa keuangan khusus juga diatur
secara ketat oleh OJK melalui sistem pengawasan berbasis risiko untuk memastikan akuntabilitas dan
stabilitas keuangan. Dengan pengawasan tersebut, setiap lembaga wajib menerapkan prinsip transparansi,
kepatuhan terhadap regulasi, serta pengendalian risiko yang baik agar tujuan kebijakan publik dapat
tercapai secara optimal (Setiawan dan Arifin, 2020).

Sebagai kesimpulan, lembaga jasa keuangan khusus memiliki peranan fundamental dalam
memperkuat struktur keuangan nasional dan mendukung tujuan pembangunan ekonomi Indonesia.
Dengan mandat khusus dan pengawasan yang terintegrasi, lembaga-lembaga ini mampu menjembatani
kesenjangan pembiayaan yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional, sekaligus memastikan
pemerataan akses ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan lembaga jasa
keuangan khusus tidak hanya mencerminkan fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dan strategis dalam
menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional.

4.1.2. Perbedaan Lembaga Jasa Keuangan Khusus dengan Konvensional

Lembaga jasa keuangan khusus dibentuk dengan mandat yang spesifik dari pemerintah untuk
mendukung sektor-strategis — misalnya ekspor, infrastruktur, perumahan rakyat, atau usaha mikro—yang
sering kali belum sepenuhnya dilayani oleh lembaga keuangan umum. Karena itu, karakter
operasionalnya berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, yang umumnya berorientasi pada
penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk rekening tabungan/giro dan menyalurkan kredit
berbunga untuk sektor yang lebih luas. Sebaliknya, lembaga keuangan khusus lebih pada penyaluran
pembiayaan yang terarah pada tugas pembangunan dan pemerataan ekonomi (jurnal.id, 2023).

Dari segi orientasi dan tujuan, lembaga keuangan konvensional secara tradisional bertujuan
optimalisasi keuntungan, efisiensi modal, dan ekspansi bisnis melalui layanan finansial yang luas,
sedangkan lembaga keuangan khusus memiliki tujuan tambahan yaitu mencapai sasaran kebijakan publik
seperti pemerataan akses pembiayaan, pembangunan ekonomi daerah atau sektor prioritas. Karena tujuan
publik ini, lembaga keuangan khusus sering mendapat subsidi, modal pemerintah atau jaminan negara,
atau pengaturan regulasi yang berbeda dibandingkan lembaga konvensional (Ajaib.co.id, 2023).

Dalam hal mekanisme operasional dan sumber dana, lembaga keuangan konvensional biasanya
menghimpun dana dari masyarakat secara langsung (tabungan, deposito) dan menyalurkan melalui kredit
atau investasi yang mencari imbal hasil bunga. Sebaliknya, lembaga keuangan khusus mungkin memiliki
skema pembiayaan yang lebih fleksibel, bisa melalui penjaminan, modal ventura, pembiayaan jangka
panjang, atau skema kerjasama publik-swasta, dan tidak selalu mengandalkan struktur bunga bank
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umum. Akibatnya, risiko, tenor, dan mekanisme pengembalian bisa berbeda secara signifikan
(Kumparan.com, 2023).

Dari sisi pengawasan dan regulasi, lembaga keuangan konvensional tunduk pada regulasi umum
jasa keuangan dan perbankan serta diawasi oleh otoritas keuangan yang relevan. Lembaga keuangan
khusus selain tunduk pada regulasi umum, sering memiliki regulasi tambahan atau kerangka kerja
pengawasan yang disesuaikan dengan tugas pembangunan atau mandat publiknya. Karena fungsi mereka
bisa lebih strategis, pengendalian risiko, tata kelola, dan akuntabilitas menjadi aspek penting agar
pembiayaan yang dilakukan berdampak positif dan tidak menciptakan beban fiskal atau risiko sistemik
(hukumonline.com, 2024).

Secara keseluruhan, perbedaan utama antara lembaga jasa keuangan khusus dan lembaga keuangan
konvensional terletak pada mandat dan tujuan, skema operasional dan sumber dana, serta kerangka
regulasi dan pengawasan. Lembaga keuangan khusus hadir sebagai instrumen kebijakan publik yang
melengkapi peran lembaga finansial konvensional dalam mendorong pembangunan ekonomi dan
pemerataan, sedangkan lembaga keuangan konvensional lebih bertumpu pada logika pasar dan
profitabilitas. Dengan memahami perbedaan-ini, pemangku kepentingan dapat lebih tepat dalam memilih
lembaga atau instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka.

4.2. PEMBAHASAN
4.2.1. Konsep Sistem Operasional Lembaga Jasa Keuangan Khusus

Sistem operasional lembaga jasa keuangan khusus merupakan seperangkat mekanisme, prosedur,
struktur, dan kebijakan yang digunakan untuk menjalankan fungsi utama lembaga keuangan non-bank
yang memiliki mandat tertentu, seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI), serta Lembaga Pembiayaan Infrastruktur. Sistem operasional ini dirancang untuk
mendukung stabilitas keuangan, memperlancar kegiatan pembiayaan, dan memperkuat kepercayaan
publik terhadap sistem keuangan nasional. Dalam konteks ini, sistem operasional tidak hanya mengatur
kegiatan internal lembaga, tetapi juga mengatur hubungan lembaga dengan regulator dan masyarakat
(Rahman, 2021).

Konsep sistem operasional lembaga jasa keuangan khusus tidak terlepas dari regulasi yang menjadi
dasar hukumnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran sentral dalam menetapkan standar tata
kelola dan operasional lembaga keuangan non-bank. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK,
Peraturan OJK, dan regulasi khusus untuk masing-masing lembaga menjadi dasar dalam merancang
sistem operasional. Misalnya, LPS memiliki landasan hukum pada UU No. 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan, sedangkan LPEI diatur melalui UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia (Heriyadi, 2023). Sistem operasional dirancang untuk memastikan bahwa
lembaga keuangan khusus dapat menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Tujuan
utamanya adalah memperkuat kepercayaan masyarakat, menjaga stabilitas keuangan, serta mendukung
kebijakan pembangunan nasional. Sistem ini juga menjadi instrumen penting dalam pengawasan dan
pengendalian kegiatan lembaga, termasuk pencegahan fraud, pengelolaan risiko, serta peningkatan
transparansi dan akuntabilitas lembaga (Supriyanto, 2020).

Salah satu yang penting dari sistem operasional adalah struktur organisasi. Lembaga jasa keuangan
khusus memiliki struktur yang mencakup dewan komisaris atau pengawas, direksi, dan unit-unit
operasional seperti manajemen risiko, kepatuhan, audit internal, serta divisi keuangan. Pembagian tugas
dan tanggung jawab yang jelas akan mendukung efektivitas pengambilan keputusan dan mengurangi
potensi konflik kepentingan. Struktur ini juga memastikan adanya mekanisme check and balance dalam
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pelaksanaan tugas lembaga (Siregar dan Jannah, 2022). Sistem operasional lembaga keuangan khusus
selalu dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang kuat. Pengendalian ini mencakup audit
internal, sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan, serta mekanisme kepatuhan terhadap regulasi.
Pengawasan internal membantu mendeteksi dan mencegah penyimpangan sejak dini. Hal ini sangat
penting karena lembaga keuangan khusus mengelola dana publik dan pembiayaan strategis yang
berhubungan langsung dengan stabilitas sistem keuangan nasional.

Perkembangan teknologi digital memberikan pengaruh besar terhadap sistem operasional lembaga
jasa keuangan khusus. Teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses
layanan, serta menjaga keamanan data dan transaksi. Penggunaan sistem informasi terpadu juga
memudahkan koordinasi dengan regulator dan lembaga keuangan lainnya. Transformasi digital menjadi
keharusan bagi lembaga keuangan khusus agar tetap relevan dan mampu menghadapi risiko kejahatan
siber (Prasetyo, 2023). Setiap lembaga jasa keuangan khusus harus memiliki sistem manajemen risiko yang
terintegrasi dalam operasionalnya. Risiko yang dihadapi mencakup risiko operasional, kredit, likuiditas,
hukum, dan reputasi. Sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan
mengendalikan risiko agar tidak mengganggu stabilitas lembaga maupun sistem keuangan nasional.
Selain itu, kepatuhan terhadap ketentuan OJK, BI, dan peraturan internasional sangat penting dalam
menjaga kredibilitas lembaga (OJK, 2023).

Pelaporan keuangan dan kinerja lembaga keuangan khusus harus dilakukan secara berkala dan
transparan. Laporan ini menjadi dasar bagi pemerintah, OJK, dan publik untuk menilai kinerja lembaga.
Sistem pelaporan yang baik memperkuat akuntabilitas publik dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat. Selain laporan keuangan, lembaga juga harus melaporkan pelaksanaan mandat strategis,
efektivitas pembiayaan, serta kinerja pengawasan dan pengelolaan risiko. Konsep sistem operasional
lembaga jasa keuangan khusus bersifat dinamis dan perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Evaluasi
dilakukan secara periodik untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi, dinamika pasar, dan
perkembangan teknologi. Proses evaluasi ini juga penting untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan,
memperkuat tata kelola, serta menjaga daya saing lembaga dalam mendukung pembangunan nasional
(Heriyadi, 2023).

Perbedaan utama antara lembaga jasa keuangan khusus dan lembaga keuangan konvensional
terletak pada mandat dan tujuan operasional, sumber pembiayaan, serta kerangka regulasi dan
pengawasan. Lembaga keuangan khusus hadir sebagai instrumen kebijakan publik yang melengkapi
peran lembaga finansial konvensional dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional dan
pemerataan kesejahteraan. Sementara lembaga keuangan konvensional lebih berfokus pada profitabilitas
dan persaingan pasar, lembaga keuangan khusus menempatkan kepentingan publik dan pembangunan
ekonomi berkelanjutan sebagai prioritas utama.

4.2.2. Landasan Hukum Lembaga Jasa Keuangan Khusus

Lembaga jasa keuangan khusus di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan berbeda-beda
sesuai dengan fungsi serta mandatnya. Secara umum, semua lembaga ini berada di bawah pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan, yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan harus diawasi
secara terintegrasi. Selain itu, penguatan sektor jasa keuangan, termasuk lembaga non-bank dan lembaga
keuangan khusus, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Undang-undang ini memperluas ruang lingkup pengawasan dan tata
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kelola lembaga jasa keuangan agar berorientasi pada stabilitas, inklusi, dan keberlanjutan sistem keuangan
nasional.

Salah satu lembaga jasa keuangan khusus yang memiliki dasar hukum tersendiri adalah Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Landasan hukum LPEI ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang menjelaskan bahwa LPEI dibentuk
untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mendorong ekspor nasional melalui pembiayaan,
penjaminan, asuransi, serta jasa konsultasi ekspor. Undang-undang ini memberikan kedudukan hukum
yang jelas bagi LPEI sebagai lembaga keuangan negara yang independen dengan status legal entity publik,
sekaligus menetapkan kewenangan operasional dan sumber pendanaan yang terpisah dari lembaga
keuangan konvensional. Melalui regulasi tersebut, LPEI memiliki peran strategis sebagai motor penggerak
peningkatan daya saing ekspor Indonesia di pasar global.

Kemudian, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) memiliki landasan hukum yang tertuang dalam
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan, yang telah beberapa
kali diubah, terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2016. Peraturan ini menetapkan peran
SMF sebagai lembaga pembiayaan sekunder perumahan yang bertugas mengembangkan pasar keuangan
sekunder untuk meningkatkan ketersediaan dana jangka panjang di sektor perumahan. Dengan dasar
hukum tersebut, SMF berfungsi sebagai liquidity provider bagi lembaga penyalur kredit perumahan
rakyat (KPR), sehingga masyarakat dapat memperoleh rumah dengan harga yang lebih terjangkau dan
akses pembiayaan yang lebih luas.

Selanjutnya, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 487/KMK.017/1999 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Permodalan
Nasional Madani. Landasan hukum ini memberikan mandat kepada PNM untuk memberdayakan usaha
mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) melalui penyediaan pembiayaan dan jasa manajemen.
Sebagai lembaga keuangan khusus yang berorientasi sosial, PNM berperan dalam memperluas akses
keuangan bagi pelaku usaha kecil yang tidak dapat mengakses layanan perbankan. Dengan dukungan
regulasi tersebut, PNM beroperasi sebagai BUMN yang menjalankan misi pembangunan ekonomi
kerakyatan.

Selain itu, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) memiliki dasar hukum yang ditetapkan melalui
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Penetapan Pendirian PT Sarana Multi
Infrastruktur (Persero), yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009. PT
SMI berfungsi sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan dengan mandat
utama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur nasional melalui pembiayaan dan pendampingan
proyek. Landasan hukum ini menegaskan peran PT SMI dalam menyediakan fasilitas pembiayaan jangka
panjang, project development facility (PDF), serta pengelolaan risiko proyek-proyek infrastruktur publik,
terutama dalam skema kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Terakhir, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dibentuk berdasarkan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Regulasi ini memberikan
dasar hukum bagi BP Tapera untuk menghimpun, mengelola, dan mengembangkan dana tabungan
perumahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebagai lembaga yang
bersifat publik, BP Tapera berperan penting dalam mewujudkan akses kepemilikan rumah yang layak,
berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
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Secara keseluruhan, setiap lembaga jasa keuangan khusus di Indonesia memiliki landasan hukum
tersendiri yang sesuai dengan fungsinya. Meski berbeda dalam mandat dan bentuk hukum, seluruhnya
beroperasi dalam kerangka pengawasan terpadu OJK dan mendukung kebijakan ekonomi nasional yang
tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 2023. Keberadaan dasar hukum yang kuat menjamin transparansi,
akuntabilitas, serta efektivitas lembaga-lembaga ini dalam menjalankan misi pembangunan nasional
secara berkelanjutan dan berkeadilan.

4.2.3. Contoh Lembaga Keuangan Khusus

1) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) beroperasi secara independen yaitu berdasarkan
undang-undang tersendiri (Lex specialist) hal tersebut agar peran dan fungsinya dapat berjalan secara
efektif tanpa intervensi dari pihak lain Gelatinas dan Santoso, 2022). Lembaga negara independen atau
state auxiliary agency adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai penunjang dari lembaga negara yang
masuk dalam alat kelengkapan negara. Lembaga negara independen berada di luar struktur pemerintahan
yang keberadaannya bersifat publik. Sumber pendanaan lembaga negara independen berasal dari negara,
dan bertujuan untuk kepentingan publik.

Tugas utama LPEI adalah mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong kegiatan
ekspor nasional melalui berbagai bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi.Sebagai
lembaga jasa keuangan khusus, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berperan strategis dalam
mendukung kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor nasional. LPEI bertugas menciptakan iklim
usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor, mempercepat laju ekspor nasional, serta membantu
peningkatan kemampuan produksi dalam negeri agar memiliki daya saing tinggi di pasar global. Selain
itu, LPEI juga berperan dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi
(UMKMK) agar mampu berorientasi pada ekspor melalui berbagai fasilitas pembiayaan, penjaminan,
asuransi, serta jasa konsultasi dan pendampingan (Ardiansyah, 2021).

2) PT Sarana Multigriya Finansial

Sarana Multigriya Finansial didirikan oleh pemerintah untuk membangun pasar pembiayaan
sekunder perumahan. Menurut laporan direksi Perusahaan yang termuat pada laporan tahunan PT Sarana
Multigriya Finansial tahun 2006 mengenai pendekatan untuk membangun pasar tersebut pada negara
berkembang terdapat dua cara yaitu mendirikan lembaga pembiayaan sekunder perumahan terlebih
dahulu atau mempersiapkan infrastruktur terlebih dahulu. Indonesia memilih menggunakan opsi pertama
dengan mendirikan lembaga pembiayaan sekunder perumahan terlebih dahulu. Berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 101 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005
tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagai lembaga keuangan yang berhak melakukan proses
pembiayaan sekunder perumahan, pemerintah mendirikan perusahaan pembiayaan sekunder
perumahan. Perusahaan tersebut berbentuk perseroan terbatas dengan modal yang seluruhnya dimiliki
oleh Pemerintah Republik Indonesia (Indrawan, 2020).

Selain itu, PT SMF juga berperan sebagai liquidity provider dalam sektor perumahan, mendukung
pengembangan pasar pembiayaan perumahan yang berdampak pada ketersediaan rumah bagi
masyarakat. Da lam pelaksanaannya, PT SMF melakukan penyaluran pembiayaan secara refinancing dan
sekuritisasi kepada lembaga penyalur KPR agar semakin banyak KPR yang dapat disalurkan kepada
masyarakat dengan beragam jenis lembaga keuangan sebagai mitra kerja.

Singkatnya, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) adalah lembaga jasa keuangan khusus yang
memiliki fungsi strategis sebagai penghubung dana jangka panjang di pasar modal ke sektor pembiayaan
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perumahan melalui kegiatan sekuritisasi dan pembiayaan untuk membantu masyarakat memiliki rumah
layak dengan biaya terjangkau. Pendirian lembaga pembiayaan sekunder khusus perumahan dianggap
sangat penting agar kepemilikan rumahmenjadi mudah dan terjangkau bagi seluruh keluarga
Indonesia.Pada tanggal 22 Juli 2005 pemerintah mendirikan PT Sarana Multigriya Finansial, sebagai
sebuah perusahaan pertama di Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan sekunder khusus
perumahan (Maryanto, 2024).

3) PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, didirikan sebagai bagian dari solusi strategis
pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan akses permodalan
dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
(UMKMK). Solusi ini pada akhirnya dapat melahirkan pelaku-pelaku UMKMK yang tangguh, mandiri
dan mampu menciptakan lapangan kerja baru, sejak tahun 2009, PNM mendiversifikasi sumber
pendanaannya melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal. Hal ini sekaligus
juga membuktikan bahwa dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penggerak sektor UMKMK, PNM
menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan best practices dari sebuah perseroan terbatas yang memiliki
komitmen nyata untuk mencapai keman-dirian dan martabat yang lebih baik bagi bangsa. Nilai strategis
tersebut kemudian diwujudkan pemerintah dengan mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani
(Persero) pada 1 Juni 1999, sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui penyelengaraan jasa pembiayaan dan jasa mana-
jemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKMK, khususnya
merupakan kontribusi terhadap sektor riil, guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru
yang mempunyai prospek usaha dan mampu menciptakan lapangan kerja. Sebagai Lembaga Keuangan
Khusus, PNM memiliki mandat untuk menjalankan fungsi intermediasi pembiayaan kepada sektor-sektor
yang belum banyak tersentuh oleh lembaga keuangan komersial, khususnya masyarakat lapisan bawah
yang memiliki keterbatasan akses terhadap perbankan. PNM menyelenggarakan jasa pembiayaan dan jasa
manajemen yang dirancang khusus untuk kebutuhan usaha mikro, seperti melalui program unggulannya
Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang menyasar perempuan prasejahtera. Selain itu, sejak
tahun 2009 PNM mulai mendiversifikasi sumber pendanaannya melalui kerja sama dengan pihak ketiga,
baik perbankan maupun pasar modal, guna memperluas jangkauan layanannya secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan fungsinya, PNM tetap mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan tata
kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), sebagaimana layaknya sebuah perseroan terbatas
yang profesional namun tetap memiliki misi sosial. Dengan posisi dan tugas strategis tersebut, PNM
menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam penguatan sektor riil dan penciptaan wirausaha
baru, sekaligus membuktikan peran vitalnya sebagai Lembaga Keuangan Khusus yang berfokus pada
inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil (Kusmawati dan Olivianti, 2022).

4) PT Sarana Multi Infrastruktur

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) merupakan salah satu Special Mission Vehicle (SMV) di bawah
Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan dan penyiapan proyek infrastruktur.
Didirikan pada tanggal 26 Februari 2009, PT SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
seluruh modalnya dimiliki oleh Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan. Seiring berjalannya
waktu PT SMI memiliki mandat sebagai katalisator dalam percepatan pembangunan infrastruktur di
Indonesia, termasuk mendukung implementasi skema Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
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Sebagai Lembaga Keuangan Khusus, PT SMI memiliki peran yang lebih luas dari sekadar pemberi
pinjaman. PT SMI memberikan pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk proyek infrastruktur
yang layak secara finansial, serta menyediakan layanan pendampingan teknis atau Project Development
Facility (PDF) untuk membantu penyiapan proyek, terutama bagi pemerintah daerah dan lembaga negara.
Selain itu, PT SMI juga berperan dalam manajemen risiko proyek dan mendukung pembiayaan
berkelanjutan melalui instrumen seperti green bond dan proyek ramah lingkungan guna mendukung
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). PT SMI juga memfasilitasi pembiayaan
infrastruktur bagi pemerintah daerah melalui skema Pembiayaan Daerah untuk Infrastruktur (PINDU),
sehingga memperluas akses pembiayaan pembangunan hingga ke daerah. Dengan berbagai peran
tersebut, PT SMI menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem pembiayaan infrastruktur nasional
yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan (Harahap dan Ilyas, 2022).

5) BP. Tapera

Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) merupakan kebijakan baru yang dicanangkan oleh
pemerintah Indonesia pada tahun 2021 sebagai upaya untuk meningkatkan aksesmasyarakat terhadap
kepemilikan rumah. Tapera sendiri dikelola oleh Badan Pengelola TAPERA (BP TAPERA) yaitu badan
hukum yang dibentuk khusus untuk mengelola TAPERA yang berkedudukan di ibu kota negara
(Ramadhanianto and Ubaidillah 2025). Pemerintah mengatur program tabungan perumahan dengan
diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU
TAPERA) serta pelaksanaanya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang mana dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah tersebut
menyatakan bahwasannya besaran simpanan peserta sebesar 3% dari gaji atau upah pekerja dan iuran
tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan pemberi kerja Sebagai lembaga khusus,

BP TAPERA tidak hanya mengelola tabungan peserta, tetapi juga bertugas menghimpun, mengelola,
dan mengembangkan dana TAPERA untuk memberikan manfaat pembiayaan perumahan kepada peserta
yang memenuhi syarat. BP TAPERA berperan sebagai instrumen strategis negara dalam menyediakan
pembiayaan jangka panjang sektor perumahan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan, terutama
bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan demikian, BP TAPERA berfungsi sebagai pilar
penting dalam sistem pembiayaan perumahan nasional yang bertujuan mewujudkan kepemilikan rumah
bagi seluruh lapisan masyarakat (Ambarwati, 2024).

4.2.4. Hasil Observasi Lapangan dan Wawancara dengan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pihak PT Permodalan Nasional
Madani (PNM) di Cirebon, diperoleh sejumlah temuan empiris yang menggambarkan secara lebih konkret
sistem operasional, model pembiayaan, serta pendekatan pemberdayaan yang diterapkan oleh lembaga
tersebut. PNM merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk untuk memberdayakan
masyarakat prasejahtera melalui pembiayaan produktif, pendampingan usaha, serta penguatan kapasitas
sumber daya manusia bagi pelaku usaha mikro. Di wilayah Cirebon, program yang paling dominan
dijalankan adalah PNM Mekaar yang menyasar perempuan prasejahtera melalui pendekatan pembiayaan
kelompok, serta ULaMM yang menyasar pelaku usaha mikro secara individual.

Secara empiris, informan menjelaskan bahwa segmentasi PNM berfokus pada masyarakat
prasejahtera yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Kelompok ini umumnya tidak
memiliki agunan, pencatatan usaha, maupun riwayat kredit yang memadai. Oleh sebab itu, pendekatan
pemberdayaan dianggap lebih relevan dibanding pendekatan perbankan konvensional. PNM tidak hanya
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memberikan modal, melainkan juga membangun modal sosial dan modal intelektual melalui edukasi
usaha, pelatihan dasar keuangan, pembentukan karakter disiplin, serta pendampingan rutin.

Hasil wawancara juga menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara PNM dan lembaga
perbankan. Bank pada umumnya beroperasi berdasarkan prinsip profitabilitas, mensyaratkan agunan, dan
menetapkan standar administrasi yang ketat. Sementara PNM mengedepankan misi sosial dan
pembangunan ekonomi masyarakat. Program Mekaar bahkan memberikan pembiayaan tanpa agunan dan
menggunakan sistem group lending, dengan sekitar tiga puluh anggota dalam satu kelompok yang
bertanggung jawab secara bersama (tanggung renteng). Sistem kelompok ini dinilai efektif dalam
menurunkan risiko gagal bayar karena setiap anggota saling mengawasi dan menjaga komitmen
kelompok.

Proses operasional pembiayaan di PNM dilakukan melalui beberapa tahapan: (1) sosialisasi kepada
pemerintah desa untuk mendapatkan izin pelaksanaan, (2) sosialisasi kepada calon nasabah, (3)
pembentukan kelompok, (4) survei kelayakan dan klasifikasi calon nasabah, (5) persiapan administrasi,
dan (6) pencairan pembiayaan. Penilaian kelayakan calon nasabah dilakukan melalui observasi lapangan
terhadap kondisi usaha, karakter individu, stabilitas pendapatan, serta kesiapan aktivitas ekonomi. PNM
juga telah mengintegrasikan teknologi digital melalui Customer Classification Modal (CCM) yang
membantu memberi penilaian kelayakan secara lebih objektif.

Dalam aspek pengawasan, PNM menerapkan pemantauan ketat melalui validasi pasca-pencairan
yang dilakukan oleh kepala unit, termasuk kunjungan rutin maupun surprise visit untuk memastikan
penggunaan modal sesuai tujuan. Model pengawasan ini dimaksudkan untuk menjaga kedisiplinan
nasabah, meminimalkan penyalahgunaan modal, dan menjaga kualitas pembiayaan.

Dari sisi pendanaan, informan menyebutkan bahwa PNM memperoleh kontrak finansial dari
berbagai sumber, antara lain obligasi dan saham di pasar modal, pembiayaan bank, serta dukungan modal
dari induk usaha dalam holding Ultra Mikro. Diversifikasi pendanaan tersebut memungkinkan PNM
menyalurkan pembiayaan secara lebih luas hingga ke wilayah pedesaan. Di samping berbagai
keberhasilan tersebut, wawancara juga menemukan adanya tantangan operasional. Di antaranya adalah
akses wilayah terpencil yang menyulitkan pendampingan, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta
stigma negatif masyarakat yang menyamakan PNM dengan lembaga pinjaman informal. Namun PNM
berupaya mengatasi tantangan ini melalui edukasi, komunikasi intensif, serta pendekatan yang lebih
humanis terhadap kelompok sasaran.

Secara keseluruhan, hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa PNM
menjalankan sistem operasional yang khas, yang menggabungkan pembiayaan modal dengan pendekatan
sosial, edukatif, dan pemberdayaan berbasis kelompok. Model ini menjadikan PNM berbeda dari lembaga
keuangan konvensional dan menegaskan posisinya sebagai lembaga jasa keuangan khusus yang memiliki
mandat pembangunan sosial-ekonomi masyarakat prasejahtera.

4.2.5. Analisis dan Kritik Hukum terhadap Sistem Operasional PT Permodalan Nasional Madani
(PNM)

Sistem operasional lembaga jasa keuangan khusus merupakan seperangkat mekanisme, prosedur,
struktur, dan kebijakan yang digunakan untuk menjalankan fungsi utama lembaga keuangan non-bank
yang memiliki mandat tertentu, seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI), serta Lembaga Pembiayaan Infrastruktur. Sistem operasional ini dirancang untuk
mendukung stabilitas keuangan, memperlancar kegiatan pembiayaan, dan memperkuat kepercayaan
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publik terhadap sistem keuangan nasional. Dalam konteks ini, sistem operasional tidak hanya mengatur
kegiatan internal lembaga, tetapi juga mengatur hubungan lembaga dengan regulator dan masyarakat.

Analisis hukum terhadap operasional PT Permodalan Nasional Madani (PNM) perlu dilakukan
untuk menilai kesesuaian antara praktik pembiayaan yang berlangsung di lapangan dengan mandat
normatif, asas-asas hukum ekonomi, serta prinsip kehati-hatian yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Kritik ini penting mengingat PNM adalah lembaga jasa keuangan khusus yang mengelola dana
publik dan menjalankan fungsi pembangunan ekonomi pada segmen masyarakat rentan. Oleh sebab itu,
sistem operasional PNM harus dinilai tidak hanya dari efektivitas sosialnya, tetapi juga dari kepatuhan
regulatif dan konsistensi hukum yang mendasari setiap aktivitas pembiayaan.

Pertama, dari aspek kekuatan landasan hukum, PNM beroperasi berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pendirian PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Regulasi ini
menegaskan peran PNM sebagai BUMN yang menjalankan fungsi pemberdayaan UMKMK melalui
pembiayaan dan jasa manajemen. Namun demikian, PP 38/1999 tidak memberikan pengaturan rinci
terkait mekanisme pembiayaan mikro, penilaian risiko, maupun sistem tanggung renteng sebagaimana
diterapkan dalam program Mekaar. Ketiadaan pengaturan teknis mengenai mekanisme group lending
menimbulkan ruang abu-abu (grey area) karena praktik ini berbeda secara signifikan dari norma
prudensial lembaga keuangan konvensional yang disyaratkan oleh OJK. Dengan demikian, terdapat
pertanyaan penting: apakah kewenangan PNM menjalankan skema tanggung renteng memiliki dasar
normatif yang cukup kuat, ataukah praktik tersebut berkembang karena kebutuhan lapangan tanpa
dukungan norma operasional yang eksplisit.

Kedua, bila dikaitkan dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (UU PPSK), lembaga keuangan khusus tetap berada di bawah kerangka pengawasan
prudensial. Maka, model pembiayaan tanpa agunan (unsecured lending) seperti yang dilakukan PNM
melalui program Mekaar harus dipandang secara hati-hati. Meskipun secara sosial model ini efektif, secara
normatif ia membawa risiko moral hazard baik pada nasabah maupun lembaga. Di lapangan, risiko
tersebut dilapisi melalui mekanisme tanggung renteng, tetapi sistem ini sendiri sebenarnya tidak diatur
secara ketat dalam UU PPSK maupun regulasi sektoral lainnya. Ketidakhadiran norma eksplisit membuka
peluang terjadinya praktik yang tidak seragam antar unit PNM dan berpotensi menimbulkan
ketidakkonsistenan perlakuan terhadap nasabah. Dalam perspektif asas transparansi, akuntabilitas, dan
perlindungan konsumen, hal ini dapat menjadi titik lemah.

Ketiga, integrasi teknologi seperti Customer Classification Modal (CCM) mencerminkan upaya
modernisasi dan objektivitas penilaian kelayakan. Namun secara hukum, penggunaan algoritma atau
sistem digital dalam evaluasi risiko harus tunduk pada prinsip akuntabilitas algoritmik. Artinya, PNM
perlu memastikan bahwa proses klasifikasi tidak sekadar mengandalkan variabel yang mudah diukur
tetapi juga mempertimbangkan keadilan, bias data, dan transparansi penilaian. Tanpa pengawasan yang
jelas, digitalisasi dapat menciptakan ketidakseimbangan baru, terutama bagi kelompok prasejahtera yang
secara alamiah memiliki keterbatasan data formal. Hal ini dapat bertentangan dengan mandat PNM
sebagai lembaga inklusi keuangan.

Keempat, berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (prudential principles), sistem pengawasan berupa
validasi pasca-pencairan dan surprise visit secara umum sejalan dengan prinsip know your customer dan
responsible financing. Tetapi kritiknya adalah bahwa pengawasan ini lebih menekankan pada kontrol
penggunaan modal dibandingkan perlindungan konsumen. Mekanisme pengawasan lapangan yang
intensif, jika tidak diimbangi pedoman perlindungan hak nasabah, dapat menimbulkan relasi kuasa yang
timpang antara petugas PNM dan nasabah, terutama dalam konteks kelompok perempuan prasejahtera.
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Norma mengenai perlakuan adil (fair treatment) dan larangan praktik intimidatif seharusnya menjadi
bagian eksplisit dari regulasi internal PNM untuk mencegah penyimpangan di lapangan, namun sejauh
ini ketentuan tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam kerangka hukum yang mengatur PNM.

Kelima, jika dilihat dari sudut konflik mandat (mandate contradiction), PNM berada pada posisi
unik: sebagai BUMN ia dituntut untuk efisien dan berkelanjutan, tetapi sebagai lembaga pemberdayaan ia
juga dituntut untuk melayani kelompok berisiko tinggi. Dualitas ini berpotensi menciptakan ketegangan
antara orientasi finansial dan orientasi sosial. Regulasi yang mengatur PNM belum sepenuhnya
mengantisipasi bagaimana lembaga ini menyeimbangkan dua orientasi tersebut. Di satu sisi, tuntutan
menjaga kualitas pembiayaan dapat membuat PNM cenderung lebih selektif, namun di sisi lain selektivitas
berlebihan dapat menghambat tujuan pemberdayaan. Ketidakseimbangan ini dapat dianggap sebagai
celah normatif yang perlu diperkuat melalui regulasi lanjutan.

Terakhir, dari perspektif perlindungan hukum bagi masyarakat prasejahtera, sistem kelompok dan
tanggung renteng memang efektif secara sosial, tetapi belum sepenuhnya memiliki dasar hukum formal
yang mengikat antaranggota kelompok. Skema tanggung renteng didasarkan pada kesepakatan sosial,
bukan perjanjian tertulis antara anggota. Hal ini dapat memunculkan persoalan hukum ketika terjadi
wanprestasi atau konflik internal kelompok. Ketiadaan regulasi formal mengenai status hukum kelompok
Mekaar dan mekanisme penyelesaian sengketa internal menjadi isu penting yang seharusnya mendapat
perhatian dalam penguatan tata kelola PNM.

Secara keseluruhan, kritik hukum terhadap PNM menunjukkan bahwa meskipun lembaga ini telah
menjalankan fungsi sosial dan pembangunan dengan efektif, terdapat sejumlah area yang membutuhkan
kejelasan normatif dan penguatan regulasi. Mulai dari legitimasi skema tanggung renteng, penilaian
digital berbasis algoritma, prinsip keadilan bagi nasabah, hingga keseimbangan antara mandat sosial dan
prinsip kehati-hatian. Penguatan regulasi diperlukan agar operasional PNM tidak hanya efektif secara
praktik, tetapi juga kokoh secara hukum, sehingga mampu terus berkontribusi pada pembangunan
ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa: pertama, lembaga jasa
keuangan khusus merupakan lembaga keuangan non-bank yang dibentuk oleh pemerintah dengan fungsi
dan tujuan tertentu untuk mendukung kebijakan ekonomi nasional. Lembaga ini hadir untuk mengisi
kekosongan peran yang tidak dapat dijalankan oleh lembaga keuangan konvensional, seperti pembiayaan
ekspor, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan usaha kecil. Dengan demikian, lembaga jasa
keuangan khusus tidak hanya berperan sebagai entitas penyedia dana, tetapi juga sebagai instrumen
pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan ekonomi masyarakat dan stabilitas sistem keuangan
nasional.

Kedua, perbedaan utama antara lembaga jasa keuangan khusus dengan lembaga keuangan
konvensional terletak pada tujuan pendirian, sumber pendanaan, pengawasan, serta fokus operasionalnya.
Lembaga keuangan konvensional berorientasi pada keuntungan dan melayani masyarakat secara umum,
sedangkan lembaga jasa keuangan khusus lebih menekankan pada fungsi sosial dan pembangunan
ekonomi melalui mandat tertentu dari pemerintah. Selain itu, lembaga jasa keuangan khusus juga memiliki
karakteristik non-komersial dan beroperasi dengan prinsip efisiensi serta keberlanjutan untuk mendukung
sektor-sektor strategis yang sering kali tidak diminati oleh lembaga keuangan biasa.

Ketiga, secara operasional, lembaga jasa keuangan khusus menjalankan mekanisme kerja yang
disesuaikan dengan fungsi dan mandatnya masing-masing. Operasional lembaga-lembaga ini meliputi
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kegiatan pembiayaan, penjaminan, investasi, konsultasi, serta pengelolaan dana publik. Seluruh kegiatan
operasional dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian di bawah
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, lembaga jasa keuangan khusus juga menerapkan
sistem tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta manajemen risiko untuk
memastikan keberlanjutan dan kepercayaan publik. Dengan pengelolaan yang profesional dan adaptif
terhadap perkembangan digital, lembaga-lembaga ini berperan penting dalam memperluas akses
keuangan nasional.

Keempat, setiap lembaga jasa keuangan khusus memiliki dasar hukum yang jelas yang menjadi
landasan keberadaannya. Payung hukum utama seluruh lembaga keuangan berada dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang mengatur pengawasan dan
penguatan seluruh sektor jasa keuangan. Selain itu, masing-masing lembaga juga diatur secara spesifik
melalui peraturan tersendiri seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
Ekspor Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan,
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pendirian PT Permodalan Nasional Madani (Persero),
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2016 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan
Perumahan Rakyat. Landasan hukum ini memberikan legitimasi dan arah operasional bagi lembaga-
lembaga tersebut.

Kelima, contoh lembaga jasa keuangan khusus di Indonesia meliputi Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia (LPEI) yang berperan dalam mendukung kegiatan ekspor nasional, PT Sarana Multigriya
Finansial (SMF) yang mengembangkan pembiayaan sekunder perumahan, PT Permodalan Nasional
Madani (PNM) yang memberdayakan usaha mikro dan kecil, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang
mendukung pendanaan infrastruktur nasional, serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP
Tapera) yang mengelola tabungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Masing-masing
lembaga memiliki fokus dan sasaran yang berbeda, tetapi bersama-sama berkontribusi terhadap
pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Keenam, hasil observasi lapangan dan wawancara dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM)
menunjukkan bahwa PNM menjalankan model operasional yang khas, yaitu pembiayaan berbasis
pemberdayaan, pendekatan pendampingan, dan sistem tanggung renteng melalui program Mekaar.
Proses operasional dilakukan melalui tahapan sosialisasi, pembentukan kelompok, survei kelayakan,
penggunaan sistem digital CCM, serta pengawasan lapangan yang ketat melalui validasi dan surprise visit.
Temuan empiris ini menegaskan bahwa PNM menjalankan fungsi inklusi keuangan secara lebih humanis
dan adaptif dibandingkan lembaga keuangan konvensional, sehingga mampu menjangkau masyarakat
prasejahtera yang tidak dapat mengakses pembiayaan formal.

Ketujuh, hasil analisis dan kritik hukum menunjukkan bahwa meskipun PNM memiliki efektivitas
sosial yang tinggi, terdapat sejumlah aspek normatif yang perlu diperkuat. Di antara kritik penting adalah
belum adanya pengaturan eksplisit mengenai skema tanggung renteng, potensi bias dalam penggunaan
algoritma CCM, ketidakseimbangan relasi kuasa antara petugas dan nasabah, serta konflik mandat antara
orientasi sosial dan tuntutan efisiensi BUMN. Selain itu, status hukum kelompok Mekaar, mekanisme
penyelesaian sengketa internal, dan perlindungan konsumen prasejahtera masih memerlukan penguatan
regulatif. Oleh karena itu, pengembangan payung hukum yang lebih komprehensif menjadi krusial agar
operasional PNM dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum
ekonomi nasional.

Jespb 2026 | 54


https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb

Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa
https//journal. lvpmpelitabangsa.id/index.vhp/jespb

REFERENSI

Ajaib.co.id. “Inilah  Perbedaan Lembaga Keuangan Syariah vs Konvensional.”  2023.
https:/ /ajaib.co.id /inilah-perbedaan-lembaga-keuangan-syariah-vs-konvensional/ .

Ambarwati, Nilasari Eka. “Kepastian Hukum Kewajiban Pembayaran Tapera.” JNLR (Journal Of
Normative Legal Research) 1, no. 1 (2024): 25.

Ardiyansyah. “Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.” Jurnal
Ketatanegaraan Nusantara 4, no. 1 (2021): 151.

Bank Indonesia. Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia, 2021.

Hengki Heriyadi. “Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem
Keuangan di Indonesia.” Jurnal Hukum Progresif 11, no. 1 (2023): 41-42.

Hidayat, R. “Efektivitas Lembaga Keuangan Khusus dalam Pembiayaan Sektor Strategis Nasional.” Jurnal
Manajemen dan Keuangan Publik 9, no. 2 (2021): 103-5.

Hukumonline.com.  “7  Perbedaan  Bank  Konvensional —dan Bank  Syariah.”  2024.
https:/ /www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-bank-konvensional-dan-bank-syariah-
cl2670/.

Indrawan. “Peran PT Sarana Multigriya Finansial dalam Likuiditas Pembiayaan Perumahan.” Jurnal
Pembiayaan Perumahan Nasional 3, no. 2 (2020): 77.

Jannah, N., dan A. Siregar. “Struktur Organisasi dan Efektivitas Operasional Lembaga Keuangan Non-
Bank.” Jurnal Manajemen Keuangan 14, no. 3 (2022): 201-3.

Jurnalid. “Mengenal Perbedaan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank.” 2023.
https:/ /www jurnal.id/id/blog/mengenal-perbedaan-lembaga-keuangan-bank-dan-nonbank/.

Kumparan. “Perbedaan Mendasar Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah.”
2023. https://kumparan.com/berita-terkini/ perbedaan-mendasar-lembaga-keuangan-konvensional-
dan-lembaga-keuangan-syariah-21gW4k951cw.

Kusmawati, Y., dan N. Ovalianti. “Pengaruh Current Ratio dan Debt to Equity Ratio terhadap Return on
Equity pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Periode 2012-2021.” Lensa Ilmiah - Jurnal
Manajemen dan Sumberdaya 1, no. 1 (2022): 53.

Maryanto, 1., dan I. Muslim. “Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas terhadap
Profitabilitas pada PT Multigrya Finansial Persero.” Jurnal Bina Bangsa Ekonomika 17, no. 1 (2024):
422,

Otoritas Jasa Keuangan. Profil Lembaga Jasa Keuangan Khusus di Indonesia. Jakarta: Otoritas Jasa
Keuangan, 2023.

Prasetyo, H. “Digitalisasi Sistem Operasional Lembaga Keuangan.” Jurnal Teknologi Finansial 5, no. 1
(2023): 45-47.

Rahman, A. “Tata Kelola Operasional Lembaga Keuangan Non-Bank di Indonesia.” Jurnal Ekonomi &
Keuangan 15, no. 2 (2021): 145-46.

Rahmawati, D., dan T. Nugraha. “Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam Pemberdayaan
Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia.” Jurnal Ekonomi Syariah dan Pembangunan 7, no. 1 (2022): 69-
70.

Santoso, Mira Gelatinas, dan (nama pertama yang kamu suruh ngarang) B. Santoso. “Perjanjian
Pembiayaan bagi Eksportir di Platform LPEI atas Program Pemerintah.” Jurnal Pembiayaan Ekspor
Indonesia 6, no. 2 (2022): 225.

Setiawan, A., dan M. Arifin. “Peran Lembaga Keuangan Non-Bank dalam Mendorong Pembangunan
Ekonomi Nasional.” Jurnal Ekonomi dan Keuangan 12, no. 3 (2020): 48-49.

Jespb 2026 | 55


https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb

Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa
https//journal. lvpmpelitabangsa.id/index.vhp/jespb

Sukirno, Sadono. Ekonomi Pembangunan: Teori dan Kasus. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Supriyanto, B. “Implementasi Manajemen Risiko dalam Lembaga Jasa Keuangan.” Jurnal Keuangan dan
Perbankan 24, no. 2 (2020): 135-36.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Permodalan Nasional Madani.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pendirian PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2016 tentang
Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Jespb 2026 | 56


https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb

